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Abstrak
 

Program IDT adalah program pemberdayaan rakyat karena jika dikaji dari visi dan misinya merupakan

program khusus untuk menerapkan falsafah dasar kebijaksanaan anti-kemiskinan dengan cara mempercayai

orang miskin bahwa mereka dapat mengangkat diri sendiri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Strategi

pengembangan ekonomi rakyat yang mendapat porsi sangat besar didasarkan pandangan bahwa

mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi "dari rakyat", "oleh rakyat" dan

"untuk rakyat". Dengan kata lain membangun ekonomi rakyat dalam IDT juga berarti meningkatkan

kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain

memberdayakannya.

Visi dan misi pemberdayaan yang diemban Program IDT yang merupakan program cetakbiru pemerintah

dan ditujukan untuk memampukan masyarakat miskin menjadi subjek atau aktor utama pembangunan,

dengan demikian memunculkan pertanyaan mengenai : dimensi-dimensi pemberdayaan apa yang terjadi

dalam pelaksanaan program, bagaimana proses pemberdayaan itu dilakukan, serta sejauh manakah program

IDT telah mampu memberdayakan para penduduk miskin dengan mengedepankan partisipasi dan

keswadayaan mereka? Kemudian dengan adanya bukti-bukti fisik terjadinya akumulasi dan proses

perguliran dana IDT di Kelurahan Galur, apakah dengan demikian juga berarti program tersebut telah

mampu meletakkan suatu prakondisi yang mengedepankan basis lokalitas dan pribumisasi pembangunan

yang menjadi fondasi bagi penduduk miskin mencapai kemandirian.

Latar belakang dan pertanyaan tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk (1) mengidentifikasi

dimensi-dimensi pemberdayaan yang diterapkan di dalam pelaksanaan program IDT di Kelurahan Galur,

{2} mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut, serta {3} mengetahui sejauh

mana dimensi-dimensi pemberdayaan itu diterapkan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode

penelitian kualitatif karena bertujuan untuk (a) mendeskripsikan dimensi-dimensi pemberdayaan yang

terjadi, (b) mendapatkan makna subjektif dari pemberdayaan itu, dan (c) mendapatkan karakteristik khusus

kajian yakni dimensi-dimensi pemberdayaan yang ada, serta hasilnya tidak untuk mendapatkan generalisasi.

Dalam penelitian ini telah berhasil diidentifikasi dan dideskripsikan berbagai dimensi pemberdayaan yang

terjadi yakni pemberdayaan pendamping oleh pemerintah dan pemberdayaan para anggota pokmas oleh

pendamping. Secara umum dapat dikatakan bahwa kadar pemberdayaan yang terjadi masih rendah

walaupun berbagai target program dapat dicapai. Tercapainya target atau tujuan-tujuan antara (objectives)

program dengan kadar pemberdayaan yang rendah, ternyata disebabkan oleh upaya mobilisasi yang sangat

kental dalam implementasi program. Mobilisasi ini menjadi alternatif paling "tepat" dan "mendapat

pembenaran" karena berbagai muatan yang terkandung dalam program. Partisipasi dan swadaya lokal yang

seharusnya generator pembangunan menjadi tenggelam dan menjadi sekedar alat untuk mencapai tujuan

program tadi.

Makna partisipasi dan swadaya lokal dari para pendamping dan penduduk miskin cenderung pasif, bersifat
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pseudo den manipulatif karena pemerintah masih berfungsi sebagai chief-protagonist atau pengambil

keputusan utama. Akibatnya implementasi program di lapangan belum mampu merubah pola pembangunan

klasik yang berorientasi produksi ke paradigma pembangunan berorientasi manusia dengan paradigma

pembalikan dalam manajemen (reversal paradigm in management). Oleh karena itulah rekomendasi

penelitian ini terutama ditujukan kepada pemerintah agar secara perlahan mengurangi peran-perannya dan

mengedepankan peran, partisipasi dan swadaya pendamping dan warga lokal. 


